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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, 
pengetahuan pajak, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan 
wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bersama Samsat Kota 
Palembang. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 80 responden dengan metode 
pengambilan sampel menggunakan metode sampling incidental. Pengumpulan data dilakukan 
melalui kuisioner. Teknis analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah regresi linear 
berganda. Berdasarkan hasil analisis uji t diketahui bahwa hanya kesadaran wajib pajak yang 
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Kantor 
Bersama SAMSAT Kota Palembang. Sedangkan berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa 
Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan 
Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 
 
kata kunci : kesadaran, pengetahuan, sanksi, pelayanan, pajak kendaraan bermotor. 
 
Abstract 
 The purposes of this research are to examine the influence of taxpayers awareness, tax 
knowledge, tax sanctions and accountability of public services on compliance of motor vehicle 
taxpayers.This research was conducted at Kantor BersamaSamsat Kota Palembang. The 
number of samples in this study were 80 respondents with sampling method using sampling 
incidental method. Data collected through questionnaires. This study is used multiple 
regression as technical analysis of data. Based on the results of t test analysis is known that 
only taxpayers awareness has positive impact on compliance of motor vehicle taxpayers at 
Kantor Bersama Samsat Kota Palembang. While based on test results F, taxpayers awareness, 
tax knowledge, tax sanctions and accountability of public services have impact on compliance 
of motor vehicle taxpayers. 
 
Keywords:taxpayer awareness, tax knowledge, tax sanctions, public services, vehicle tax. 
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1. PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan tulang punggung penerimaan sebuah Negara yang digunakan untuk 
pengeluaran Negara. Pajak didapat dari iuran masyarakat yang di pungut secara paksa 
dengan tidak mendapat imbalan secara langsung yang dikelola oleh Direktorat Jenderal 
Pajak. Penerimaan pajak bagi Negara sangat berperan penting karena penerimaan tersebut 
berguna untuk membiayai pembangunan Negara dan menjadikan Negara tersebut menjadi 
Negara maju. Sehingga pemerintah berupaya untuk melakukan peningkatan penerimaan 
Negara pada sektor pajak.  
Di Indonesia dalam segi pendapatan negara berasal dari dua sektor yaitu sektor internal 
berasal dari pajak, sedangkan pendapatan dari sektor eksternal berasal dari pinjaman luar 
negeri. Salah satu sumber dari pemerintah adalah penerimaan dari sektor pajak. Dimana 
penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan serta perbaikan infrastruktur didanai dari 
sektor pajak. Oleh sebab itu pemerintah daerah harus lebih berusaha keras untuk 
meningkatkan sumber potensi pendapatan daerahnya. 
Pajak daerah dibagi atas dua sektor, yaitu sektor pajak pertama ada pada  pajak Provinsi 
dan yang sektor kedua pajak Kabupaten/Kota. Pajak daerah merupakan sumber pendapatan 
daerah yang penting karena sumber pendapatan negara berguna untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Menurut pasal 2 UU Nomor 
28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, disebutkan bahwa jenis pajak provinsi 
terdiri dari 5 (lima) jenis pajak antara lain: pajak kendaraan bermotor, bea balik nama 
kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, dan 
pajak rokok. Dari berbagai jenis pajak di atas salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor 
merupakan salah satu primadona penerimaan dalam membiayai pembangunan daerah 
Provinsi.  
Menurut Kepala Bapenda Sumsel (2017) untuk meningkatkan pendapatan daerah dari 
Pajak Kendaraan Bermotor, Bapenda Sumsel berupaya meluncurkan pelayanan Samsat 
(Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap) keliling dan Samsat Corner. Pada tahun 2017 
akan diluncurkan sebanyak 20 unit kendaraan mobil samsat keliling yang diserahkan kepada 
UPTB (Unit Pelaksanaan Teknis Badan) Samsat yang ada di 17 Kabupaten dan Kota di 
Sumsel. Khusus kota Palembang disiapkan tiga unit kendaraan Samsat keliling. 
(m.republika.co.id) 
Dengan penyediaan layanan Samsat keliling tersebut diharapkan jumlah penerimaan 
pajak kendaraan bermotor meningkat. Karena salah satu masalah wajib pajak tidak 
membayar pajaknya yaitu mereka tidak tahan dengan kondisi  kantor Samsat yang ramai. 
Dan juga hal yang membuat seseorang enggan membayar pajak karena wajib pajak 
khawatir sering terjadi sebuah kasus yang terjadi di bidang perpajakan. Sehingga kondisi 
tersebut dapat memperngaruhi kepatuhan wajib pajak, dikarenakan para wajib pajak tidak 
ingin pajak yang telah mereka bayarkan nantinya disalahgunakan oleh oknum aparat pajak 
itu sendiri.  
Sehubungan dengan fenomena-fenomena yang terjadi, teori dan penelitian terdahulu 
tentang pengetahuan pajak, sanksi perpajakan beserta akuntabilitas pelayanan publik dalam 
mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor maka perlu adanya penelitian 
yang dapat memberikan bukti empiris tentang “PENGARUH KESADARAN WAJIB 
PAJAK, PENGETAHUAN PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN DAN 
AKUNTABILITAS PELAYANAN PUBLIK  TERHADAP KEPATUHAN WAJIB 
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
1. Apakah kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terdap kepatuhan Wajib Pajak kendaraaan 
bermotor? 
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2. Apakah pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor? 
3. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan 
bermotor? 
4. Apakah akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. 
2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan pajak dan terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. 
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor. 
4. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib 
pajak kendaraan bermotor 
 
 
2. LANDASAN TEORI 
2.1 Teori Kepatuhan  
 Kepatuhan berasal dari kata patuh, menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, patuh 
artinya suka dan  taat kepada perintah atau aturan, dan berdisiplin terhadap suatu aturan 
yang ada yang telah ditetapkan. Kepatuhan berarti sifat patuh, taat, tunduk pada ajaran atau 
peraturan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan 
kebijakan, aturan, ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih 
pada suatu keluhuran budi pimpinan dalam mengambil suatu keputusan.  
  
2.2 Perpajakan 
Dalam perpajakan terdapat banyak definisi pajak yang pada hakekatnya maksud dan 
tujuan dari pajak itu sama. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 
KUP berbunyi : “Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersidat memaksa berdasarkan Undang-Undang, den gan tidak 
mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat” 
 
2.3 Kesadaran Wajib Pajak 
Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 
memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. 
Pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan sangatlah penting karena dengan 
mengetahui serta paham mkaa dapat membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan 
perpajakan. Dan maka dari itu wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan 
sukarela. Jadi, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, 
mengakui, menghargai dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki 
kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.  
 
2.4 Pengetahuan Perpajakan 
Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui yang diperoleh dari persentuhan  
panca indera terhadap objek tertentu. Pada dasarnya pengetahuan dapat diperoleh melalui 
upaya pengajaran dan pelatihan, dan melalui pendidikan baik pendidikan formal maupun 
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pendidikan  non formal (Notoatmodjo, 2007). Pengetahuan pajak merupakan penegtahuan 
mengenai konsep ketentuan umum dibidang perpajakan, jenis pajak yang berlaku di 
Indonesia mulai dari subyek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, 
pencatatn pajak terutang sampai dengan bagaiman pengisian pelaporan pajak (Carolina, 
2009). 
 
2.5 Sanksi Perpajakan 
Menurut Mardiasmo (2009:57) menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan pertauran perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) 
akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat 
pencegah alat pencegah (preventif) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.  
 
2.6 Akuntabilitas Pelayanan Publik 
Dalam sebuah konteks pelayanan publik maka “akuntabilitas berarti suatu ukuran yang 
menunjukkan  seberapa  besar  tingkat  kesesuaian  penyelenggaraan  pelayanan dengan  
ukuran  nilai-nilai  atau  norma  eksternal  yang  ada  di  masyarakat  atau  yang dimiliki  
oleh  para  stakeholder”. Dengan begitu tolak ukur dalam akuntabilitas pelayanan publik 
adalah publik itu sendiri yaitu nilai-niai atau norma-norma yang diakui, berlaku dan 
berkembang dalam kehidupan publik. Suatu nilai-nilai atau norma tersebut diantaranya 
transparansi pelayanan, prinsip keadilan, jaminan penegakan hukum, hak asasi manusia, 
orientasi pelayanan yang dikembangkan terhadap masyarakat pengguna jasa. 
 
2.7 Kepatuhan Wajib Pajak 
Pengertian Wajib Pajak menurut UU No 16 2009 tentang Kententuan Umum dan Tata 
Cara Perpajakn berbunyi : “Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
 
2.8 Pajak Daerah 
Menurut undang-undang No. 32 Tahun 2004, pajak daerah adalah pungutan oleh daerah 
yang merupakan salah satu hak daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah. 
Sedangkan menurut Pasal 1 undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah adalah 
dimana suatu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi maupun 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dan dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara lagsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat. Dan ada juga menurut Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pengertian Pajak Daerah adalah “Iuran 
wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, yang  digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 
pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah”.  
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2.9 Kerangka Pemikiran 
 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
 
2.10 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa hipotesis dari penelitian ini adalah 
: 
H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh  Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan 
Bermotor. 
H2: Pengetahuan Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib 
Pajak Kendaraan Bermotor. 
H3: Sanksi Perpajakan berpengaruh  terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. 
H4: Akuntabilitas Pelayanan Publik berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak 
Kendaraan Bermotor. 
 
3. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pada penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif yang artinya adalah penelitian  
yang menghasilkan data berupa angka. Penelitian dengan objek  yang diteliti cenderung 
terpisah ketika penelitian berlangsung. Menurut Sugiyono (2013: 13-15) penelitian 
kuantitatif bertujuan untuk menunjukan hubungan antar variable, menguji teori dan mencari 
generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.  
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek pada penelitian ini adalah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Palembang. 
Sedangkan, Subjek pada penelitian ini Kantor Bersama Samsat Kota Palembang. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
 Populasi dalam penelitian ini adalah jumlah kendaraan bermotor di kota Palembang. 
Pada penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel sampling incidental. Variabel 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu ada 4 variabel maka minimal jumlah sampel yang 
digunakan berjumlah 4x20 yaitu 80 sampel. Jadi dari jumlah sampel yang telah ditentukan 
maka peneliti akan menggunakan 80 sampel yang diambil dengan menggunakan metode 
sampling incidental dimana nantinya peneliti memberikan kepada orang yang secara 
kebetulan ditemui dan cocok sebagai sumber data. 
 
  
 
 
 
6 
3.4 Jenis Data  
 Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini guna untuk menyelesaikan dan 
menganalisis dalam penyusunan penelitian, penelitian memperoleh data sebagai berikut :  
1. Data Primer 
Menurut Syamsul(2006, 39-41) Data Primer adalah sebuah data yang diperoleh 
langsung dari objek penelitian tanpa melewati orang lain  ataupun lembaga lain. 
2. Data Sekunder 
Menurut Sarwono (2008 : 154) data sekunder adalah data yang didapat dari 
bermacam-macam sumber baik berupa teks, artikel maupun berbagai jenis karangan 
ilmiah. 
Berkaitan dengan  tujuan dari penelitian ini, yaitu guna mendapatkan informasi data 
wajib pajak dan penerimaan pajak kendaraan bermotor yang tercatat di kantor Samsat maka 
penelitian ini menggunakan pengumupulan data secara Primer. Sehingga pada penelitian ini 
didapatkan melalui kuisioner yang dibagikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
yang ada di Kota Palembang. 
 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
 Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyebarkan 
kuesioner kepada sampel penelitian yang bersangkutan. Kuesioner yang disebarkan berupa 
daftar pertanyaan mengenai masalah yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.Kuesioner 
diberikan kepada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang pernah melakukan pembayaran 
pajak kendaraan bermotor. Di dalam kuesioner terdapat petunjuk pengisian supaya 
memudahkan responden untuk menjawab pertanyaan. 
 
3.6 Teknik Analisis Data 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kuantitatif  yaitu 
analisis yang berbentuk angka atau data yang diangkakan (Sugiyono, 2006, h.13). 
Selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan program SPSS versi 23.0. 
a) Analisis Regresi Linier Berganda 
Persamaan matematika Analisis regresi linier berganda sebagai berikut : 
KWP = α + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 + e 
Keterangan:  
KWP : Kepatuhan WP dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor 
α : Konsanta  
β1,β2,β3,β4 : Koefisien Regresi  
X1: Kesadaran Wajib Pajak  
X2: Pengetahuan Pajak  
X3 : Sanksi Perpajakan  
X4 :Akuntabilitas Pelayanan Publik 
e : Eror atau variabel pengganggu 
 
1. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Untuk mendeteksi normalitas data, pada penelitian ini akan dilakukan uji statistik non-
parametrik Kolmogorov-Smirnov Test (K-S). Apabila nilai probabilitas signifikan K-S ≥ 
5% atau 0.05, maka data berdistribusi normal (Umar, 2011:180). 
 
b. Uji Linearitas 
Dalam penilaian uji linieritas yaitu dengan melihat dari nilai signifikansi pada nilai 
Linearity, apabila kedua variabel memiliki nilai signifikansi < 0,05 maka variabel 
tersebut bersifat linier. 
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c.  Uji Multikolinearitas 
Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besarnya Tolerance Value dan 
Variance Inflation Factor (VIF). Jika nilai Tolerance Value≥ 0,10 atau sama dengan 
nilai VIF ≤ 10. 
d. Uji Autokolerasi 
Uji autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linier ada kolerasi 
antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada 
periode t-1 (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem 
autokolerasi.. Ada tidaknya autokolerasi dapat jika jumlah lag yang signifikan < 2. 
e. Uji Heteroskedastisitas 
Apabila variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas sedangkan jika variance dari residual antara pengamatan satu dengan 
lainnya berbeda disebut heteroskedastisitas. 
2. Uji Hipotesis 
a. Uji  F ( Secara Simultan) 
Uji seluruh koefisien regresi secara serempak/simultan sering disebut dengan uji 
model. Berdasarkan hipotesis penelitian dengan menggunakan program SPSS 23.0 
yaitu dengan melihat hasil F hitung dan F tabel. 
b. Uji T ( Secara Parsial ) 
Uji signifikan terhadap masing-masing koefisiean regresi diperlukan untuk 
mengetahui signifikan tidaknya pengaruh dari masing-masing variabel bebas (Xi) 
terhadap variabel terikat (Y). Berdasarkan hipotesis penelitian dengan menggunakan 
program SPSS 23.0 yaitu dengan melihat hasil F hitung dan F tabel beserta nilai 
Signifikasi kurang dari 0,05. 
 
3.7 Pengujian Validitas dan Realibilitas 
1. Uji Validitas 
 Uji signifikan ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai r hitung dengan r tabel 
untuk degree of freedom (df) = n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Jadi df yang 
digunakan adalah 80-2=78 dengan alpha sebesar 5% maka menghasilkan nilai r tabel (uji 
dua arah) sebesar 0,2199. 
 
Tabel 3.1 
Hasil Uji Validitas 
 
Variabel Pernyataan  
Uji validitas 
Kesimpulan 
r hitung r tabel 
Kesadaran Wajib 
Pajak (X1) 
1 0,829 0,2199 Valid 
2 0,875 0,2199 Valid 
3 0,872 0,2199 Valid 
4 0,857 0,2199 Valid 
5 0,840 0,2199 Valid 
Pengetahuan Pajak 
(X2) 
1 0,534 0,2199 valid 
2 0,760 0,2199 valid 
3 0,643 0,2199 valid 
4 0,633 0,2199 valid 
Sanksi 
Perpajakan(X3) 
1 0,801 0,2199 valid 
2 0,824 0,2199 Valid 
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3 0,630 0,2199 Valid 
4 0,662 0,2199 Valid 
Akuntabilitas 
Pelayanan Publik 
(X4) 
1 0,718 0,2199 valid 
2 0,666 0,2199 valid 
3 0,669 0,2199 valid 
4 0,788 0,2199 valid 
5 0,828 0,2199 valid 
6 0,837 0,2199 valid 
7 0,810 0,2199 valid 
8 0,803 0,2199 valid 
9 0,797 0,2199 valid 
10 0,674 0,2199 valid 
11 0,612 0,2199 valid 
12 0,701 0,2199 valid 
Kepatuhan Wajib 
Pajak (Y) 
1 0,844  0,2199 valid 
2  0,897 0,2199 valid 
3  0,906 0,2199 valid 
4  0,771 0,2199 valid 
  Sumber: Lampiran Hasil Pengujian SPSS, 2017 
  
2. Uji Reliabilitas 
 Suatu kuisioner dinyatakan reliable apabila mempunyai nilai cronbach’s Alpha lebih 
besar dari 0,6. Apabila Cronbach’s Alpha dari suatu variable lebih besar 0,6 maka butir 
pernyataan dalam instrument penelitian tersebut adalh reliable/dapat diandalkan. Sebaliknya 
jika nilai Cronbach’s Alpha kurang dari 0,6 maka butir pernyataan tidak reliable. 
Table 3.2 Hasil Uji Reliabilitas X1 
 Reliability Statistics 
 
variabel 
 Cronbach's Alpha N of Items 
X1 .947 5 
X2 .817 4 
X3 .872 4 
X4 .944 12 
Y .938 4 
  Sumber: Lampiran Hasil Pengujian SPSS, 2017 
 
Berdasarkan  tabel hasil uji reliabilitas di atas diketahui bahwa variabel semua 
pernyataan dalam penlitian ini reliable. 
 
 
4. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  
Kantor Bersama Samsat merupakan sistem yang bekerjasama dengan pihak Polri, pihak 
Dinas Pendapatan Provinsi, dan pihak PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka menjalankan 
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pelayanan untuk menerbitkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Tanda Nomor 
Kendaraan Bermotor yang berkaitan dengan penerimaan uang ke kas Negara melalui Pajak 
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan 
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLIJ), serta dilaksanakan 
dalam satu kantor atau satu atap yang disebut Kantor Bersama Samsat. 
 
4.2 Hasil Pembahasan  
4.2.1 Analisis Regresi Linier  Berganda 
Berikut hasil uji regresi linear berganda untuk penelitian ini: 
Tabel 4.1 Hasil Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 1.277 1.392  .917 .362 
-Kesadaran WP .481 .092 .587 5.206 .000 
-Pengetahuan 
pajak 
.033 .107 .031 .308 .759 
-Sanksi 
Perpajakan 
.154 .129 .145 1.201 .233 
-Akuntabilitas 
Pelayanan 
Publik 
.050 .029 .139 1.745 .085 
Sumber: lampiran hasil pengujian SPSS, 2017 
a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor 
 
Model Regresi Linear Berganda hasil analisis Tabel 4.17  adalah : 
Y = α+β1 X1 + β2 X2 + β3 X3 + β4 X4 
Kepatuhan Wajib PKB = 1,277 + 0,482 X1 +  0,033 X2 + 0,154 X3 + 0,050 X4 
4.2.1.1 Uji Asumsi Klasik 
4.2.1.1.1 Uji Normalitas 
Berikut hasil dari pengujian normalitas yang telah dilakukan: 
Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardized 
Residual 
Asymp. Sig. (2-tailed) .200
c,d
 
Sumber: Lampiran Hasil Pengujian SPSS, 2017 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
 
Berdasarkan tabel 4.13 diatas dari test Sample Kolmogorov Smirnov, menunjukan 
bahwa dari nilai Sig. > α = 0,05. Maka, dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian 
ini berdistribusi normal. 
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4.2.1.1.2 Uji Linieritas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Linieritas 
Variabel  Linearity Keterangan 
Y*X1 0,000 Linear 
Y*X2 0,000 Linear  
Y*X3 0,000 Linear 
Y*X4 0,006 Linear 
Sumber: Lampiran Hasil Pengujian SPSS, 2017 
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa jika dengan metode Linearity nilai 
signifikan jika sig linearity < 0,05. Dari tiap variabel menunjukan bahwa nilai sig 
linearty lebih kecil dari 0,05. Maka dengan itu dinyatakan tiap variabel linear. 
 
4.2.1.1.3 Uji Heteroskedastisitas 
 
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig. Keterangan 
X1 0,926 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
X2 0,674 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
X3 0,519 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
X4 0,831 Tidak terjadi heteroskedastisitas 
      Sumber: Lampiran Hasil Pengujian SPSS, 2017 
 
Berdasarkan tabel di atas, maka dapat disimpulkan bahwa dari pengujian tersebut 
adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
4.2.1.1.4 Uji multikolinearlitas 
 
Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearlitas 
 
Nilai VIF semua variabel independen lebih kecil (kurang) dari 10,00. 
Berdasarkan nilai di atas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antar 
variabel. 
 
4.2.1.1.5 Uji Autokolerasi 
Berikut hasil uji autokolerasi untuk penelitian ini:  
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Tabel 4.6 Hasil Uji Autokolerasi 
 
Autocorrelations 
 
Series:   Unstandardized Residual   
Lag 
Autocorrelatio
n Std. Error
a
 
Box-Ljung Statistic 
Value df Sig.
b
 
1 -.154 .110 1.982 1 .159 
2 -.078 .109 2.497 2 .287 
3 -.160 .108 4.678 3 .197 
4 .151 .108 6.645 4 .156 
5 .011 .107 6.656 5 .247 
6 -.099 .106 7.534 6 .274 
7 -.008 .105 7.539 7 .375 
8 .107 .105 8.575 8 .379 
9 .034 .104 8.683 9 .467 
10 -.018 .103 8.713 10 .560 
11 -.025 .103 8.771 11 .643 
12 -.022 .102 8.817 12 .718 
13 .084 .101 9.510 13 .733 
14 .045 .100 9.713 14 .783 
15 -.091 .100 10.550 15 .784 
16 -.251 .099 16.989 16 .386 
Sumber: Lampiran hasil pengujian SPSS,2017 
 
a. The underlying process assumed is independence (white noise). 
b. Based on the asymptotic chi-square approximation. 
 
Berdasarkan tabel di atas bahwa tabel lag 16 dengan nilai signifikan tidak ada yang di 
bawah 0,05 maka penelitian ini dinyatakan tidak terjadi autokolerasi. 
 
4.2.1.2 Uji Hipotesis 
4.2.1.2.1 Uji t 
1) Hasil persamaan regresi linear berganda diketahui bahwa variabel kesadaran wajib 
pajak (X1) memiliki thitung sebesar 5,206 nilai ini lebih besar dari nilai ttabel yaitu 
1,99210 dan nilai sig t sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka H1 diterima, hal ini 
juga menjelaskan bahwa secara parsial kesadaran wajib pajak (X1) berpengaruh 
positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). 
2) Hasil persamaan regresi linear berganda diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak 
(X2) memiliki thitung sebesar 0,308 nilai ini lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,99210 dan 
nilai sig t sebesar 0,759 lebih besar dari 0,05. Maka H2 ditolak, hal ini juga 
menjelaskan bahwa secara parsial pengetahuan pajak(X2) tidak berpengaruh  terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). 
3) Hasil persamaan regresi linear berganda  diketahui bahwa variabel sanksi perpajakan 
(X3) memiliki thitung sebesar 1,201 nilai ini lebih kecil dari nilai ttabel yaitu 1,99210 dan 
nilai sig t sebesar 0,233  lebih besar dari 0,05. Maka H3 ditolak, hal ini juga 
menjelaskan bahwa secara parsial sanksi perpajakan (X3) tidak berpengaruh  terhadap 
kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). 
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4) Hasil persamaan regresi linear berganda diketahui bahwa variabel akuntabilitas 
pelayanan publik (X4) memiliki thitung sebesar 1,745 nilai ini lebih kecil dari nilai ttabel 
yaitu 1,99210 dan nilai sig t sebesar 0,085 lebih besar dari 0,05. Maka H4 ditolak, hal 
ini juga menjelaskan bahwa secara parsial sanksi perpajakan (X4) tidak berpengaruh  
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Y). 
 
4.2.1.2.2 Uji F 
Hasil pengujian dijelaska sebagai berikut: 
Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
 
Dengan demikian hasil uji F berarti secara bersama-sama variabel kesadaran wajib 
pajak (X1), pengetahuan pajak (X2), sanksi perpajakan (X3), dan akuntabilitas pelayanan 
publik (X4) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak 
kendaraan bermotor (Y). 
  
 
5.KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan  
1. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
2. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
3. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
4. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Akuntabilitas pelayanan publik tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.  
5. Kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas 
pelayanan publik terhadap kepatuhan wajib pajak berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan dengan menggunakan uji SPPS menunjukan hasil yang signifikan. 
  
5.2 Saran  
Sesuai kesimpulan yang telah dijelaskan, maka saran yang dapat diberikan, yaitu:  
1. Kantor Bersama Samsat harus berusaha meningkatkan upaya kepatuhan wajib pajak 
untuk membayar pajak kendaraan bermotornya dengan cara meningkatkan kesadaran 
wajib pajak dengan melakukan pembinaan atau penyuluhan tentang manfaat membayar 
pajak dengan tepat waktu, serta tata cara pembayaran atau penyetoran pajak, dan 
memberikan sosialisasi peraturan – peraturan pajak kendaraan bermotor yang baru. 
Serta pihak Samsat juga seharusnya dapat menunjukan bukti nyata bahwa iuran pajak 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 492.593 4 123.148 26.505 .000
b
 
Residual 348.471 75 4.646   
Total 841.064 79    
 
Sumber: lampiran hasil pengujian SPSS, 2017 
a. Dependent Variable: kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor 
b. Predictors: (Constant), akuntabilitas pelayanan publik, sanksi perpajakan, pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak 
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kendaraan bermotor yang dibayar sudah dimanfaatkan dengan tepat sehingga dapat 
meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.  
2. Untuk Wajib Pajak diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam  membayar 
pajak kendaraan bermotornya 
3. Bagi peneliti yang selanjutnya yang akan melakukan penelitian untuk mengembangkan 
dan  melanjutkan penelitian ini diharapkan peneliti menambahkan jumlah responden 
serta merubah atau menambahkan variabel yang menjadi faktor atau penyebab wajib 
pajak tidak patuh membayar pajak kendaraan bermotor. 
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